TANGGUNG JAWAR PENGUSAHA ANGKUTAN TERHADAP KERUGIAN
, ?ENBMPANG AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HEIKUM
YANG Di&AE{UKAN PENGEMUBI

Ams Swam@}m

. Fakultas Hukum
* Universitas Kaiolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta

o aris.swantoro(@atamajaya.ac.id.

ABSTRACT

~ Many things have been caused by the accident of transportations.A part of
thern is tort by driver, which adverses the action and can causes damage to other
people. Responsibility and control from the owner are needed in this case. The
transport company needs human resources who can not only operate the vehicle but
also must have a good requirement in order to reduce the accident rate caused by
human eryors.
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1. PENDAHULUAN

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam memperlancar
pelbagai kegiatan pembangunan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan.
Pembangunan transportasi diarahkan untuk menjembatani kesenjangan antarwilayah
dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan. Menteri Perhubungan dalam
- seminar sehari di Hotel Rediop, Jakarta, tanggal 18 Juli 2005, yang diselenggarakan
oleh hartan Terbir dan beriema Mengurai Benang Kusut Bisnis Transportasi,
menyatakan bahwa transportasi antarwilayah akan membuka peluang kegiatan
perdagangan antarwilayah dan mengurangi perbedaan harga antarwilayah,
meningkatkan mobilitas tenaga kerja untuk mengurangi konsentrasi keahlian dan
keterampilan pada beberapa wilayah sehingga mendorong tercipta kesempatan
melaksanakan pembangunan antarwilayah. Dari hal tersebut dapat disimpulkan
bahwa sarana transportasi, baik fransportasi darat, laut maupun udara, sangat
dibutuhkan guna menciptakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Dalam usaha transportasi, lebih dari satu pihak dilibatkan, antara lain
pengusaha jasa angkutan, pemerintah, dan awak angkutan. Tugas awak angkutan
adalah mengantar penumpang dengan selamat sampal tujuannya; oleh karena iy,
perusahaan transportasi memerlukan sumber daya manusia yang tidak hanya dapat
mengeperasikan angkutan, tetapi juga harus memenuhi berbagai kualifikasi yang
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.'d1butuhkan mzsalnya mempunyal pengalaman ker_;a keteramplian dan lisensi

o '_.'-mengemud;

Alat trailsportasi ierdiri dari kereta api, bus, kapal laut, pesawat terbang, dan

o f.lam lam Masing- masmg dikelola oleh perusahaan penyelenggara Jasa transportasi .
- yang berbeda - pula, Dalam . kaitannya . dengan.  sarana. transportasi, - khususnya
: jtransportam darat dlkenai jenis kendaraan umum (bus angkot ‘bajaj, bemo, truk, dan

':'-'3§1am lam) Adapun yang dlmaksud dengan kendaraan umum menurut Pasal 1. ayat (&3]
: -Undang~Undano No. 14 iahun 1992 adalah setlap ‘kendaraan . bermotm yang
_ dlsediakan untuk dxpergunakan oleh umum dengan dlpungut bayaran

Pembahasan mengenai kendaraan umum . t;dak lepas dari kemunﬂklnan
terjadmya kaceiakaan vang mengakibatkan kerugian terhadap penumpang dan atau
kerusakan pada sarana transportasi itu sendiri. Hal itu disebabkan kesalahan awak
angkutan atau keadaan yang memaksa: Dalam kaitannya dengan pengguna jalan,
faktor yang berkoniribusi besar terhadap terjadinya kecelakaan adalah perilaku
berlalu lintas. Faktor kesalahan manusia tidak tiba-tiba muncul saat bertabrakan,
tetapi potensial ada dalam perilaku berlalu lintas pengemudi dan kernet. Kecelakaan
yang disebabkan stkap pengemudi yang kurang bertanggung jawab biasanya
dlpengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pendidikan, lingkungan sosial, pola
pikir, sosial budaya, serta penegakan hukum. Kerugian yang timbul baik bagi
pengguna jasa trasportasi maupun kerusakan pada alat transportasi yang dimiliki oleh
pengusaha transportasi  yang discbabkan kesalahan awak angkutan merupakan
tanggung jawab pengusaha transportasi dan awak transportasi itu sendiri. Hal it
dapat dilihat pada Pasal 28 dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No 14 tahun 1992.
Menurut Pasal 28, “Pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kerugian
yang diderita oleh penumpang dan atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga, yang
timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan
_bermotor. Menurut Pasal 45 ayat (1), “Pengusaha angkutan umum berianggung jawab
atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pthak ketiga
karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan.” Hal ini pun secara
umum diatur pada Pasal 1367 ayat (1); (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
yang berbunyi

Sescorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan
perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan
orang-orang yang menjadi tanggungan/disebabkan oleh barang-barang yang

1, h 1 ] =
UETaUE UealiT PeTigawWasaniyas

Majikan-majikan yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-
urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan
oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan
pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.
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Bertolak dari latar belakang tersebut penuhs mencoba mengupas masalah
AR tanggung jawab pengusaha trasnportasi terhadap kerugian yang diderita penumpang

aklbat perbuatan melawan hukum yang dilakui{an awak angkutan

N 2 -‘-TRANSP@RTASI DAN PERUSAHAAN ANGKEJTAN UMUM

. jaian sebagal salah satu ‘moda transportasx ‘nasional diselenggarakan dengan tujuan

unituk mewujudkan lalu lmtas ‘dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat,
lancar, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya,
‘menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, menunjang pemerataan, pertumbuhan
“dan stabilitas sebagai pendorong, menggerakkan dan menunjang pembangunan
nasmnaf dengan blaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

o Transportasz tidak lepas kaitannya dengan perusahaan angkutan umum
sebagai salah satu unsur di dalamnya. Adapun pengertiannya sebagaimana tercantum
dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No 14 Tahun 1992, yaitu bahwa perusahaan
angkutan uraum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau
barang dengan kendaraan umum di jalan, Menurut R. Soekardono, perusahaan
pengangkutan adalah “Dia yang meng;katkan dlrmya untuk menyelenggarakan
pengangkutan orang atau barang berdasar perjanjian pengangkutan menurut waktu
atau menurut perjalanan atau berdasar petjanjian lain”.' Jadi, dalam hal ini dapat
ditarik kesimpulan bahwa perusahaan pengangkutan adalah seseorang atau pihak atau
badan hukum yang berjanji untuk ~mengadakan/menyelenggarakan  jasa
pengangkutan. Pihak lain dalam hal pengangkutan adalah pengguna jasa angkutan
sebagaimana pengertiannya telah diatur pula dalam Pasal [ ayat (10) Undang-Undang
Mo 14 Tabhun 1992, yaitu setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan
}asa angkutan, bauk untuk angkutan orang maupun barang.

: Daiam hai jasa pengangkutan terjadi kesepakatan antara perusahaan angkutan
umum dan pengguna jasa angkutan untuk melakukan suatu pekerjaan. Kesepakatan
itu bernjud lisan ataupun tulisan. Kesepakatan yang dilakukan para pihak, dalam hal
ini berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah melahirkan
suatu perjanjian yang mengikat para pihak. Menurut sistem hukum yang masih
berlaku di Indonesia, untuk mengadakan per}anjian pengangkutan barang atau orang
tidak disyaratkan harus secara tertulis; jadi cukup diwujudkan dengan persetujuan
kehendak secara lisan saja.? Dalam hal ini telah terjadi suatu perjanjian pengangkutan

dengan adanya kesepakatan para pihak baik lisan maupun tulisan untuk melakukan
perbuatan hukum, yaitu mengangkut/memindahkan barang dari suatu tempat ke
tempat fain dengan selamat dan diberikan kontraprestasi berupa pembayaran. Dengan
demikian, di sini perjanjian ini bersifat timbal balik.

Beberapa ahli hukum berpendapat mengenai definisi dari perjanjian
pengangkutan. Prof R. Soebekti, misalnya, mengatakan, “Suatu perjanjian
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S pengangkuian ;alah ‘suatu perjanjian dimana’ saiti' pihak menyanggupi untuk dengan
- aman membawa orang atau barang dari satu tempat | ke lam ‘iempat sedangkan pthak
B ‘_Iamnya menyanggupl ak’m membayar ongkosnya” 3 o .

Menumt IIMN Purwosampto, per_;am;an pengangkutan ada}ah suatu_

i Zperjanjlan ‘timbal balik antara ‘pengangkut - dan . pengirim; pihak ~pengangkut
__menglkatkan dm untuk menyelenggar akan pengangkutan barang dan/atau orang dari

satu tempat ‘ke “tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pihak lain (pengirim)
: _meng1katkan dlli untuk membayar uang angkutan

_ Transpor’sam tzdak hanya di[akukan d: darat, tetapi juga dilakukan oleh kapal
laut atay pesawat terbang Semua jenis angkutan transportasi itu sama berfungsi
-sebagm sarana memindahkan orang atau baxang dari saty tempat ke tempat lain
: -dengan aman dan seiamat ' :

Namun, berdasarkan pengamatan, jumlah kecelakaan lalu lintas sebagian
besar disebabkan oleh kelalaian manusia, dalam hal ini pengemudi. Oleh sebab itu,
penanganan pengemudi perlu mendapatkan perhatian dan diatur dengan ketentuan-
ketentuan baru dalam rangka meningkatkan kualitas pengemudi yang memiliki bukan
saja kemampuan mengemudi, melainkan juga Anowledge, intellectual, dan atiitude
(pengetahuan, keterampilan, dan karakter) yang baik.

Kemajuan ilmu dan teknologi serta era globalisasi menuntut kualitas sumber
daya manusia yang tinggi dan kualitas tertentu. Globalisasi mendorong persaingan
yang tajam di semua sektor, termasuk sektor transportasi. Persaingan di sektor
transportasi menuntut operator/perusahaan pemberi jasa transportasi untuk mampu
bersaing, baik antarperusahaan maupun antarnegara. Untuk subsektor perhubungan
darat, khususnya bidang lalu lintas dan angkutan jalan, keberhasilan dalam
. persaingan terscbut tidak terlepas dari kualitas atau kompetensi sumber daya manusia
vang secara langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna jasa angkutan,
khususnya pengemudi angkutan umum.

Sebagian besar kecelakaan lalu lintas, selain disebabkan oleh faktor kelalaian
manusia (human error), selebihnya juga melibatkan faktor kendaraan angkutan
umum; oleh sebab itu, sertifikasi pengemudi terhadap pengemudi angkutan umum
sangat penting mengingat pengemudi angkutan umum dituntut bertanggung jawab
kepada masyarakat sehingga dengan pengemudi angkutan umum yang lebih

verkualitas—dam—berperiiako —balk—serta profesionan,  UHTarapRan  akan  uapat
menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.
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| ._3 ?ERBUA’E‘AN MELAWAN HUKUM DAN GANTI RUGH

Ter_;admya kecelakaan yang disebabkan oleh faktor kelalaian manusia (humcm

--ewor) dapat terjadi akibat perbuatan pengemudi yvang melawan hukum. Akibat

- perbuatan: yang bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan yang

-f-berlaku timbul - kerugian " di - pihak lain;  Pihak yang merasa dirugikan dapat

G '-mengajukan aiasan penunmtan untuk memima gantx mgi atas keruglan yang
S dialammya - : : : :

Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ditemukan
pengertian perbuatan melawan hukum, tetapi pasal tersebut memuat syarat untuk
mendapatkan ganti kerugian jika terjadi kelalajan karena perbuatan melawan hukum.
Pengertian yang luas perbuatan melawan hukum, menurut Hoge Raad melalui Arrest
tanggal 31 Januari 1919, ialah suatu perbuatan atan kealpaan berbuat yang melanggar
hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atan melanggar
kesusilaan bazk ataupun bertentangan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain
atau barang.’

Suatu perbuatan dapat dikategorikan melawan hukum apabila mengandung

unsur-unsur sebagai berikut:

1. bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;

2. adanya kerugian;

3. hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian;

4. adanya kesalahan.
Keempat unsur tersebut ada dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian
kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”,

“Dart pengertian tevsebut dapat dikatakan bahwa setiap perbuatan vyang
melawan hukum membawa dampak kerugian pada pihak tain. Kerugian di sini dapat
meliputi

1. kerugian imateriil, yaitu kerugian yang diderita oleh seseorang vyang tidak
bersifat kebendaan dan tidak dapat dinilai dengan vang;
2. kerugian materiil, vaitu kerugian yang diderita oleh seseorang, vang dapat
dinilai dengan uang.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur kerugian dalam Pasal 1243, yang
berbunyi

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhi suatu perikatan,
varulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, seielsh dinyvatakan lalai
memenuhi perikatannya tetap dinyatakan lalai memenuhi perikatannya ietap
melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya
dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.
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Apabila hal tersebut dihubungkan dengan banyaknya kasus kecelakaan yang
terjadi akibat tindakan pengemudi vang telah melakukan perbuatan melawan hukum
- yang mengakibatkan kerugian di pihak pengguna jasa, pengemudi wajib ikut
bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan dan pihak pengguna jasa

- dalam hal ini dapat melakukan penuniutan penggantian biaya atas kerugian yang

" teiah dider;ta

' Skema atau alur penggantian kerugian terhadap tuntutan pihak pengguna jasa
yang terbukti bahwa pengemudi telah melakukan perbuatan melawan hukum
-sehingga menimbulkan kerugian sebagai berikut. Kerugian yang dialami oleh pihak
pengguna jasa akan dibayarkan oleh perusahaan penyelenggara angkutan, Kemudian,
si pengemudi akan bertanggung jawab atas kesalahannya terhadap perusahaan
angkutan sebab antara pengemudi dan perusahaan anghkutan terjadi hubungan kerja.
Adapun yang dimaksud perjanjian kerja adalah suatu perjanjian yang diadakan antara
pengusaha dan pekerja atau yang umumnya berkenaan dengan segala persyaratan
yang secara timbal balik harus dipenubi oleh kedua belah pikak selaras dengan hak
dan kewajiban mereka satu sama lain.® Dalam pertanggungjawaban pelayanan jasa,
pengemudi tidak sekadar menyediakan kendaraan besar sebagai alat angkut saja,
tetapi lebih dari itu. Seorang pengemudi memikul tanggung jawab yang
mencerminkan citra perusahaan setiap kali menemui seorang tamu atau calon
pelanggan_7

Oleh karena itu, dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan
angkutan umum yang mampu memberikan pelayanan vang baik kepada masyarakat
secara baik, reliable, nyaman, selamat, diperlukan standar kualifikasi atau standar
kompetensi sumber daya manusia, dalam hal ini adalah pengemudinya. Untuk lebih
menjamin keselamatan falu lintas dan angkutan jalan, ditetapkan ketentuan-ketentuan
mengenat wakiu kerja, waktu istirahat, dan pergantian peagemudi angkutan umum
~ sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah berusaha memberikan perhatian khusus mengenai permasalahan
transportasi ini dan mencoba meminimalisir penyimpangan dalam praktik yang
dilakukan oleh para pthak dalam bidang transportasi. Bahkan, dalam Undang-Undang
No. 14 Tahun 1992 telah diberikan sanksi yang cukup berat sebagai upaya
memberikan efek jera bagi para pelanggarnya guna menekan kasus keceiakaan di
jalan raya.

Ji1 ®I 14

1Ak11 CEETTeEg A y1§uua %..%CLECAIH RTINS itv Tﬁ}il.;li '}!’\{}2, bc;da\»alkau SL“CLt Edaiﬂﬂ
Mo. 4 Tahun 1993 tentang Petunjuk Peiaksanaan Tata Cara Penyelesaian Perkara
Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu, akhirnya disesvaikan dengan tabel
pelanggaran dan uang titipan yang dibuat atas koordinasi Ketua Pengadilan Tinggi
untuk Pengadilan Negert vang berada di wilayah hulumnya.
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L - Ringkasan Ancaman Pida};a Pelanggaran Lali Lintas UU No. 14 Tahun 1_992.8_

| NO| 0 JENIS . | PASAL | ANCAMAN PIDANA
S 1 KURUNGAN | DENDA
: R i Rupiah |

| Kendaraan Bermotor: f '

| |Dijalanyangbukan | 54 | 3bulan 3 juta
| peruntukannya =~ :

2 { a. Tanpa bukii lulus uji 56 (1) 2bulan | 2juta
(TBLU) | -

| b. Yang tidak memiliki 56 (2) | 6 bulan & juta
| TBLU '

3 | a Tanpa Surat/Tanda | 57 (2) 2 bulan 2 juta
Nomor Kendaraan
Bermotor (STNK)

| b. Yang tidak memiliki | 57 (1) Gbulan | 6juta
STNK | |

4 1 a. Tanpa Surat [zin i 59(1) 2 bulan 2 juta
Mengemudi (SIM) \ : ;

b. Yang tidak memiliki 59(2) 6 bulan 1 6juta
SIM = '

5 ; Dalam keadaan tidak 60 (D 3 bulan 3 juta
mampu mengemudi ;
secara wajar

6 | Tanpa menguiamakan 60 (2) I bulan 5 1 juta

| keselamatan pejalan kaki

7 | Tanpa memenuhi 67 2 bulan 2 juta
ambang batas emesi gas |
buang dan tingkat
kebisingan
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B Asuransi dan Izia : o oo 0
© Uszha Angkutan . I
1 Tidak mengasuransikan 64 | 3bulan | 3juta
I KBUmum: - IR T o
2 .| Tidak méﬁgésuransikan 65 3 bul_aﬁ .' '  -3 juta
| awak KB o ‘ -
3 | Tidak mempunyai izin 66 Jbulan | 3juta
{ usaha penganglkutan ‘ : z
C Laimdain 0 0 0
1 Memaéu%@kam, membuat 55 12 bulan 12 juta

dan merakit KB yang
tidak sesual dengan
peruntukan, kelas,

| persyaratan teknis dan
Jaik jalan '

2 i Melanggar ketentuan 61 (1) Lhulan | 1 juta
| rambu dan marka jalan :

3 1 Pengemudi tidak 61(2) bulan 1 juta
menggunakan sabuk
keselamatan, helm

4 | Penumpang tidak 1 61(3) 1 bulan | 1 juta
| menggunakan sabuk i 5 o
1 keselamtan, helm

5 | Menggunakan jalan di 62 1 bulan I juta
luar fungsinya

6 | Mengemudikan KB yang 63 6bulan | 6juta
| terlibat kecelakaan/tidak 5

| menoclong korban dan
tidak raefapor kepada
polisi
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D b .Men.gem.adikan o O : [
' ‘Kendaraan Tidak | R .
. Bermotor '
1| Tidak memenuhi 58 | 7hari - | 250ribu
IR persyaratan k@selamatan ; _

4. PENUTUP

Pelayanan angkutan umum akan lebih baik jika ada peningkatan kualitas
awak kendaraan angkutan umum (khususnya pengemudi). Hal yang sangat penting
adalah fakior keselamatan akan lebih baik karena adanya perubahan sikap mental,
perilaku, dan kemampuan pengemudi dalam berlalu lintas sehingga akan lebih dapat
memberikan kepercayaan kepada masyarakat dengan lebih baik.

Perubahan kesadaran sikap pengemudi angkutan yang baik akan lebih bagus
lagi jika didukung oleh sikap pengusaha angkutan itu sendiri dengan memenuhi
kewajibannya sebagai pemilik angkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pengusaha angkutan akan memperoleh benefit dalam hal kinerja perusahaan yang
lebih bagus karena didukung oleh awak kendaraan yang berkualitas. Hal itu dapat
ditempuh, antara lain, dengan cara pada waktu penerimaan karyawan diharapkan
para kandidat awak kendaraan memenuhi beberapa kualifikasi yang telah ditetapkan
olelh undang-undang, dan jika perlu selain adanya sertifikasi bagi awak kendaraan
juga adanya surat rekomendasi dari pihak ketiga yang terpercaya guna lebih
meyakinkan dan menekan kasus awak kendaraan lari dari tanggung jawab.

Di samping itu, apabila hal tersebut benar-benar diterapkan, secara psikologis
pengemudi terdorong untuk lebih berhati-hati, tertib, dan bertanggung jawab
terhadap fakior keselamatan baik kepada pengguna jalan yang lain maupun
penumpang atau barang yang diangkutnya selama melaksanakan tugas
mengemudikan kendaraannya.

Pengemudi sendiri memperoleh benefit bahwasanya dengan peningkatan
kualitas yang dimilikinya, ia akan memperoleh apresiasi yang lebih baik dari
masyarakat, yang secara psikologi sosial akan meningkatkan citra diri dan harkat
martabat dalam kehidupan sosial masyarakat Pemnsahaan anglutan tepnat

pengemudi tersebut berada akan memberikan penghargaan semestinya berupa
kenaikan gaji ataupun bonus sebagai konsekuensi atas prestasi dari karyawannya.

Apabila ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas
oleh awak angkutan dan pengusaha angkutan ditaati serta didukung oleh penegakan
hukum yang tegas oleh petugas yang berwenang, akan dapat mendorong penurunan .
tingkat pelanggaran lalu lintas dan penurunan angka kecelakaan. Hal ini mengingat
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*semakin baik kualitas pengemudi angkutan wmum akan dapat pula. menstimulasi
pengguna jalan yang lain sehingga dapat ‘mendorong terciptanya . ketertiban,
- kedisiplinan, kelancaran, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan lalu lintas secara
keseluruhan. o T P D
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 TANGGUNG JAWAB PERUSAIAAN ANGKUTAN TERHADAD KERUGIAN YANG DIDERITA PENUMPANG....

B _Perundaﬁguundaﬁgan

. -_K:tab Und:ancr—undan g 1 ‘iukum Pf:rdata L

: B Kitab Undang-undang Hukum Dagang

- Undang- Undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980
.. Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186)

S UU No. 14 Tahun 1992 tentang_Lal_u Lmt_as .dan _Jalan o
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